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RINGKASAN

Naylla Bellytz Medhycha, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Oktober 2018, KEDUDUKAN HUKUM PENCIPTA HASIL
ADAPTASI KARYA SASTRA MENURUT PASAL 40 AYAT 1 HURUF N
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,
Afifah Kusumadara, SH,. L.LM., SJD., Diah Pawestri Maharani, SH., MH.

Penelitian ini membahas mengenai ketidakadanya peraturan terkait
pengaturan pencipta karya hasil adaptasi karya sastra. Pencipta adalah seorang atau
beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu
ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor
28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa suatu ciptaan hasil adaptasi
merupakan ciptaan yang dilindungi tersendiri tanpa mengurangi ciptaan asli.
Pengalihwujudan karya sastra dapat dilakukan dengan izin dan tanpa izin dari
pencipta karya asli. Namun kedudukan pencipta karya hasil adaptasi tidak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang
dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum pencipta
hasil adaptasi karya sastra dengan izin dan tanpa izin menurut Pasal 40 Ayat 1 huruf
n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini
menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.
Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui
penelusuran kepustakaan dan pendapat para ahli/pengamat.

Berdasarkan pembahasan, Pencipta hasil adaptasi karya sastra merupakan
pencipta suatu karya yang tidak dapat lepas dari pencipta asli karya sastra. Hal ini
dapat ditinjau dari perolehan izin penciupta asli. Suatu ciptaan hasil adaptasi karya
sastra yang mendapat izin/lisensi, penciptanya memiliki kedudukan hukum
sebagaimana pencipta menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, dan Pencipta tanpa izin dapat dilindingi dengan ketentuan batas
penggunaan yang wajar dalam ciptaannya.



SUMMARY

Naylla Bellytz Medhycha, Business Civil Law, Faculty of Law Universitas
Brawijaya, October 2018, Legal Standing of a Creator of Adopted Literary Works
according to Article 40 Paragraph 1 Letter n of Act Number 28 of 2014 on
Copyright, Afifah Kusumadara, SH., L.LM., SJD., Diah Pawestri Maharani, SH,
MH

This research discusses the absence of regulation that regulates adopted
literary works. A creator or an author is defined as an individual or a group of
people who independently or in cooperation create works that have uniqueness and
are privately owned. Article 40 of Act Number 28 of 2014 on Copyright states that
an adopted work is protected without any intention of degrading the quality of the
original creation. The transformation of form of literary works can be performed
either with or without consent of the original creator, but still the position of
adopted literary works is not yet regulated in Act Number 28 of 2014 on Copyright.

The issue brings further to the following research problem: what is the legal
standing of a creator of adopted literary work with or without consent from the
original creator based on Article 40 Paragraph 1 letter N of Act Number 28 of 2014
on Copyright?

Normative legal research is employed in the research supported by statute
and comparative approaches. The legal materials observed were obtained from
literature review and notions from experts.

It is concluded that the adopted literary works are not separable from the
original creator of the works. It can be seen from how licence was obtained from
the original creator. Adopted literary works with licence gives legal standing to the
creator as in accordance with Article 40 of Act Number 28 of 2014 on Copyright,
and the creator that holds no licence can still be protected as long as the works are
used at acceptable level.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara strategis yang terletak diantara dua benua dan
dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Awustralia, Samudera Hindia dan
Samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia kaya dengan keanekaragaman seni dan
budayanya yang merupakan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan negara-
negara lain.! Masyarakatnya yang tersebar luas juga membuat Indonesia memeiliki

banyak perbedaan pada setiap wilayahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan

apabila Indonesia memiliki banyak sekali seni kebudayaan dan seni tradisi.

Seni adalah ungkapan atau perwujudan pada nilai-nilaidalam masyarakat.
Seni adalah salah satu cabang pengetahuan yang berurusan dengan prinsip-prinsip
yang relevan dengan penghasilan objek-objek yang indah atau berguna.?2 Karya seni
itu bukan hanya sebuah laporan tentang fakta-fakta, namun proyeksi dari inspirasi,
emosi, preferensi, apresiasi atau kesadaran akan nilai dari pembuatnya. Dari
berbagai macam seni yang dikenal oleh masyarakat, seni pertunjukan adalah salah
satu seni yang banyak di geluti oleh masyarakat. Seni dalam hal ini seni pertunjukan
selama perjalanan sejarah memperlihatkan keragaman fungsi yang disandangnya.

Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseorang yang telah lama

1 Eva Damayanti, Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya, Alumni, Bangdung, 2012,
him. 1
2 Loren Bagus, Kamus Filsafat, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, him. 987-988



memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui
penemuan-penemuan serta hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni. Karya seni
merupakan hasil tindakan yang berwujud, yang merupakan ungkapan citra
keinginan atau kehendak ke dalam bentuk fisik yang dapat ditangkap dengan indera.
Menurut 1 Made Bandem seni merupakan perbuatan yang terjadi oleh proses cipta,
rasa dan karsa.® Sedangkan Leo Tolstoy mendefinisikan seni sebagai sarana
komunikasi bagi emosi dan kita tahu bahwa komunikasi selalu memerlukan adanya
komunikator, si seniman dan komunikan yaitu masyarakat ramai.*

Karya Sastra adalah penciptaan disampaikan kepada komunikatif tentang
maksud penulis untuk tujuan estetika.® Karya sastra merupakan bagian dari seni
serta pengetahuan di dalamnya terdapat teks yang memuat prosa, puisi, dan drama.
Dalam perkembangannya, makna tersebut dipersempit menjadi hasil seni sastra
yang mana Kata-kata disusun menurut Kketentuan tertentu dengan menggunakan
irama, sajak serta berupa kiasan. Drama juga merupakan salah satu jenis karya sastra
yang terdapat kelebihan apabila dibandingkan dengan karya sastra lainnya, yaitu
terdapat unsur pertunjukan yang mengungkapkan arti cerita secara langsung dan
ditampilkan di depan umum.

Seni pertunjukan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang hadir

di tengah masyarakat sebagai salah satu kebutuhannya. la sering kali hadir dalam

3 | Made Bandem, , Kekhasan Penelitian Bidang Seni, Ekspresi, Jurnal Institut Seni Indonesia
Penciptaan Seni Ke Aras Hak Intelektual,Yogyakarta, 2005, him. 24

4 Pendapat Leo Tolstoy dalam buku Soedarso Sp, Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi dan
Kegunaan Seni, Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2006), him. 124

5 https://www.sastrawan.web.id/ di akses pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 11.40 WIB



https://www.sastrawan.web.id/

kehidupan masyarakat untuk kepentingan kegiatan-kegiatan tertentu. Di dalam
kegiatan upacara yang dilakukan masyarakat, senantiasa diharapkan suatu
kehidmatan, sehingga tujuan tertentu yang diharapkan dapat tercapai.®

Bagi pekerja seni, sastra dalam implementasinya memiliki nilai yang sangat
berharga. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan
perubahan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis
kebanggaan, martabat, serta jati diri bangsa yang kurang diakui dunia,
membutuhkan seni sebagai media untuk meraih penghargaan yang diharapkan ini.’
Perubahan tersebut dikarenakan dengan adanya Hak-hak atas Hak Kekayaan
Intelektual yang disingkat HKI1.2 Bambang Kesowo mengartikan Hak Kekayaan
Intelektual sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia.?® Adanya pengorbanan waktu tenaga serta pemikiran tersebut
maka karya intelektual menjadi bernilai atau memiliki nilai.’® Hal inilah yang
membuat timbulnya keistimewaan pada suatu karya seni pertunjukan. Hak eklusif
atau hak istemewa inilah yang salah satu dasar acuan dibuatnya peraturan

perundang-undangan di Indonesia.

& Sarwanto, Pertunjukan Wayang Kulit Purwa dalam Ritual BersihDesa (Kajian Fungsi dan
Makna), PascasarjanalSI Press, dan CV. Cendrawasih, Surakarta, 2008, him. 1

7 Satryo Soemantri Brodjonegoro, Pengantar Semiloka Peningkatan Kualitas Pendidikan Seni
di Indonesia, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta, 2003, him. 5

8 Pendapat Robert M Sherwood, Intellectual Property and Economic Development, Sherwood
mengememukakan adaduapengertian yang terkandung dalam konsep HKI. Pertama, kreativitas pribadi
(private creativity). Kedua, perlindungan oleh negara terhadap hasil dari kreativitas (public protection
for the result of creativity). Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia
Pasca Perjanjian TRIPs, Alumni, Bandung, 2011, HIm. 105

9 Bambang Kesowo, GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mahkamah Agung,

Jakarta, 1998, hlm. 160

10 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him. 31



Hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang atau
kekuasaan) untuk melakukan sesuatu atas kekayaan intelektual yang ditentukan oleh
norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.!?

HKI merupakan satu bentuk hasil berpikir manusia yang kemudian diubah
kedalam sebuah ciptaan atau temuan. Temuan itu dapat dilihat bahwa di dalamnya
terdapat unsur pembangunan yang itu berasal dari akal, dan dengan ini manusia
dapat mengembangkan dan memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya.? Nilai
ekonomi ini akan dapat dimanfaatkan apabila, misalnya temuan atau ciptaannya
digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial.'® Sikap
pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan
etika, sedangkan perfindungannya difasilitasi dengan instrument. 4

Dirjen HKI bekerjasama dengan ECAP mengartikan bahwa Hak Kekayaan
Intelektual sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan
suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.® Intellectual property rights
atau hak milik intelektual berada dibawah naungan WIPO (Word intellectual
Property Organization) *° disebut Creation of Mind yang berarti suatu karya manusia
yang lahir dengan curahan tenaga, waktu, serta biaya. Segala hal itu menjadi

konstribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual

11 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 38

12 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi HKI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2001, him. 11

13 Sanusi Bintang, Ibid, him. 12

14 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him. 2

15 Tomy Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Graha Ilimu,
Yogyakarta, 2010, him. 2

16 Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Citra aditya Bakti Bandung, 1998, him. 69



patut diakui, dihargai, dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara
hukum.

Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang
hak kekayaan intelektual dengan ketentuan yang diatur sebagaimana dipersyaratkan
dalam Persetujuan TRIPS. 17 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melahirkan
World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia, antara lain juga
menghasilkan Persetujuan tentang Aspek-aspek HKI yang Terkait Dengan
Kebijakan Perdagangan atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,
disingkat TRIPs!8, adalah salah satu dokumen penting yang menghasilkan Putaran
Akhir Uruguay (The Uruguay Final Round) dalam rangka pendirian World Trade
Organization (WTO).1?

Peraturan tersebut adalah Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

17 TRIPs adalah hasil persetujuan WTO dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual
(Agrrement on trade related aspect of intellectual property rights) yang diatur dalam prinsip minimum
standard. Namun perlindungan dalam prsetujuan ini adalah Patent, Copyright, TradeMarks, Industrial
Design, Layout Design of Integrated Circuit, Undisclosed Information dan Geographical Indication.
Prinsip dasar yang diatur dalam berbagai Konfernsi Nasional. Perstujuan TRIPs memberikan jangka
waktu minimum perlindungan berbeda-beda untuk setiap hak kekayaan intelektual, misalnya hak
penyiaran diberikan waktu selama 20 tahun dihitung dari akhir tahun kalender dari penyiaran dilakukan
dan sebagainya. Situs Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Selasa 30 Januari 2007

18 HS, Kartadjoemena, GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di
bidang perdagangan, Ul Press, Jakarta, 1996, him. 98

19 Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukkan World Trade
Organization (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Konsekuensi
Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan
peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, dalam Affrilyanna Purba, dkk,
TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, him. 1



tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 20

Dalam Convention Estabilishing The World Intelectual Property
Organization, Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kelompok substansi,
yaitu hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Bidang kedua antara lain paten,
merek, desain industri, dan rahasia dagang. Hak cipta seringkali ditempatkan
berbeda dengan hak kekayaan industri, didasarkan pada pemikiran karena bidang
hak cipta yang berobjek karya seni, ilmu pengetahuan, dan karya sastra tidak ada
kaitannya dengan masalah industri. Berbeda dengan paten dan merek yang
mendukung serta dekat kaitannya dengan kegiatan industri.?!

Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta, termasuk didalamnya
adalah kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen,
mengalihwujudkan,  menjual,  menyewakan, meminjamkan, mengimpor,
memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan
mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.??2 Menurut Gatot
Soepramono, seseorang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya
ciptaannya, padaumumnya selain untuk digunakan sendiri, karya tersebut kemudian
diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Karya ciptaan biasanya

diperbanyak oleh orang lain karena seseorang yang menciptakan memiliki

20 pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
21 1bid, him. 3
22 Seputar Hak Kekayaan Internasional, http://www.dgip.go.id, diakses padatanggal 8 Maret 2018



http://www.dgip.go.id/

kemampuan yang terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah
yang banyak sesuai permintaan masyarakat.?3

Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat
menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam
memproduksi sesuatu itu.?4 Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk
menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.?> Didalam
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap
hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas
inspirasi, pikiran, imajinasi, kemampuan, kecekatan, keterampilan, atau keahlian
yang diekspresikan dalam bentuk nyata.26 Dalam hal ini jelas bahwa Hukum HKI di
Indonesia melindungi Karya sastra.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, pikiran, imajinasi, kemampuan, kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.2” Didalam
pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan
ciptaan yang dilindungi, yaitu :

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra, terdiri atas:
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil
karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

23 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
him. 1

24 Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Nusa Media, Bandung, 2014, him. 335

25 Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HAKI, Visi Media, Jakarta, 2008, him. 7

26 pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014

27 pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

I. peta;

J. karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

l.  Potret;

m. karya sinematografi;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,
modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

0. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi

budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan
Program Komputer maupun media lainnya;

g. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan
karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan
tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

3. Pelindungan sebagaimana dimaksud, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan
yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam
bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi
terhadap penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain dengan tanpa
izin.28 Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang
mudah dilakukan, oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya,

keberadaan pencipta memerlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun

hukum.2°

28 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung, 2002, him. 2
29 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him.



Salah satu karya yang diatur dalam Hak Cipta adalah karya sastra. Tertuang
ketentuan umum pada Undang-Undang hak Cipta. Didalamnya terdapat Hak
Ekonomi, Hak Moral dan Hak Terkait. Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan
dengan Hak Cipta yang terbagi menjadi pelaku pertunjukan, produser fonogram,
atau lembaga penyiaran.®® Hak ini dimiliki oleh para pencipta dalam Undang-
Undang Hak Cipta.

Di Indonesia saat ini marak terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Maraknya
pelanggaran hak cipta disebabkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai hukum
tertulis masin kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Menurut Supramono
kurang memasyarakatnya Undang-Undang tentang Hak Cipta ini diduga disebabkan
oleh pengaruhi faktor-faktor yaitu peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang,
masyarakat kurang tertarik untuk membaca peraturan dan sedikitnya penyuluhan
tentang hal ini.3? Mengingat Bangsa Indonesia adalah salah satu penandatanganan
perjanjian TRIPs, hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan.3?

Perlindungan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta dapat
berupa perjanjian lisensi. Didalam dunia sastra sudah tidak asing untuk membuat
perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk
memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang diberikan oleh pemberi
lisensi tersebut kepada penerima lisensi, supaya penerima lisensi dapat melakukan

kegiatan usaha, baik dalam bentuk pengetahuan (know how) atau teknologi yang

80 pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
31 Gatot Supramono, Op.cit., him. 153
32 Situs Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Op.cit., Selasa 30 Januari 2007
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dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual ataupun
memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun hal yang akan dipergunakan untuk
melaksanakan kegiatan jasa tersebut, dengan menggunakan Hak atas Kekayaan
Intelektual yang dilisensikan tersebut.3® Perjanjian lisensi jarang di jumpai dalam
pengalihwujudan karya sastra menjadi teater. Tindakan pengalihwujudan
merupakan karya cipta tununan atas ciptaan asli yang melahirkan suatu karya cipta
baru.

Tindakan mengalihwujudkan Hak Cipta merukan tidakan mengubah bentuk
dari suatu karya asli menjadi menjadi bentuk lain. Sebagai contoh suatu naskah
drama di ubah menjadi bentuk pertunjukan. Dalam hal ini Karya sastra sendiri telah
beralih bentuk. Contoh selanjutnya adalah puisi. Puisi merupakan karya cipta yang
kemudian oleh pelaku pertunjukan dapat diubah menjadi bentuk lain seperti
musikaliksai puisi. Hal ini menempatkan peran aktif pembaca sebagai pembaca
karya seni berarti menghadirkan suatu proses interpretasi. Pada hakikatnya
pengalihwujudan merupakan suatu usaha memodifikasi (mengubah/menyesuaikan)
sesuatu yang telah ada sebelumnya.34 Kebutuhan terhadap perlindungan merupakan
hal yang wajar untuk penghormatan agarhasil kreatifitasnya diakui, dihormati, serta

dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan hak—haknya.3>

33 Widjaja Gunawan, Lisensi Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him. 139

34 Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Teori-teori Kebudayaan, Yogyakarta, Kanisius, 2007,
him. 7

35 Budi Santoso, Dekonstruksi Hak Cipta, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,
Semarang, 2008, him. 7



11

Tindakan mengalihwujudkan suatu karya sastra merupakan tindakan yang
sudah biasa terjadi. Banyak sekali pekerja seni terinspirasi untuk mengembangkan
bahkan mengadopsi suatu hasil karya menjadi bentuk pertunjukan. Padahal seni
perjukan memiliki nilai ekonomi yang dapat di manfaatkan bahkan oleh pihak lain.
Hal ini dapat merugikan pelaku pertunjukan terkait adanya hak cipta yang dilanggar.
meskipun perbanyakan tidak dilakukan untuk mencari keuntungan tetpai jika
merugikan kepentingan ekonomi wajar pencipta maka dapat dianggap melanggar
hak cipta.36

Didalam undang-undang sendiri tidak mengatur bagaimana akibat dari
pengalihwujudan karya cipta. Sebagai contoh yaitu maraknya pengalihwujudan
karya berupa naskah menjadi pertunjukan seni oleh para seniman. Mereka
mempertunjukannya dengan tanpa mengambil profit dari pertunjukan tersebut.
Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila terjadi pelanggaran
yang dapat melukai karya asli tersebuit.

Pada masa itu telah terjadi pelanggaran dalam bidang kekayaan intelektual.
Hal ini menandakan bahwa penggunaan atau pelanggaran di bidang ini,
mempertegas kedudukan kekayaan intelektual sebagai sebuah aset yang penting
sehingga perlu di jaga agar tidak terjadi pelanggaran untuk yang kesekian kalinya.3’

Banyak cara ditempuh oleh pencipta dengan syarat, bahwa pihak pemerintah dapat

36 Brian A. Prastyo, Pembajakan Lagu (online), http://www.hukumonline.convklinik/detail/c16
954/pembajakan-lagu diakses tanggal 1 Juni 2018

37 Lawrence Friedman, The Legal System a Social Science Perspective, Nusa media, Bandung,
2009, him. 72
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memulihkan nama pencipta, memulinkan kerugian aktual (biaya yang biasanya
dibayar untuk penggunaan), dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran.3®

Didalam penjelasan umum yang terdapat dalam pasal 40 huruf n Undang-
undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 menjelasakan bahwa adaptasi merupakan
tindakan pengalihnwujudan karya cipta menjadi bentuk lain merupakan salah satu
bentuk karya cipta yang dilndungi tersendiri tanpa megurangi ciptaan asli.
Sedangkan didalam pasal 9 ayat 1 huruf d mengatur mengenai tindakan adaptasi
yang merupak hak dari pencipta untuk menggunakan hak ekonominya.

Di Indonesia tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai hal ini. Pada
umumnya tindakan adaptasi disebut sebagai pencipta derivatif atau sebagai pencipta
karya turrunan. Namun hingga saat ini tidak adanya pengaturan lebih lanjut tentang
bagaimana kedudukan pencipta terkai karyanyaa yang mrrupakan hasil dari adptasi.
Ditinjau dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Atas Kekataan
intelektual terdapan beberapa aturan terkalit pengalinwujudan hak cipta. Namun
dalam hal ini pengalihwujudan atas hak cipta oleh pencipta hanya secara umum saja.

Dalam kasusunya seperti yang terjadi di New York tentang perebutan Hak
Cipta Teater to Kill a Mockingbird. Perebutan terjadi antara pihak dari Harper Lee
sebagai pemegang lisensi dua karya penulis asal Alabama tersebut dengan produser
Rudinplay Scott Rudin. Dalam versi teaternya, aktor Jeff Daniels berperan sebagai
Atticus Finch. Penulis naskah Aaron Sorkin sebelumnya menulis skenario teater

yang berbeda dengan versi novel. Hal tersebutlah yang telah memicu gugatan

52

38 Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, him.



13

selama  berbulan-bulan.  Sebelum meninggal dunia, Harper Lee telah
menandatangani adaptasi versi teater tersebut dengan ketentuan bahwwa naskah
teater tersebut akan disesuaikan dengan versi novel. Namun, saat pementasan teater
hasil adaptasi telah diumumkan, Sorkin menegaskan adegan dan dialognya tidak
muncul di dalam novel. Hal ini membuat Harper Lee mengajukan gugatan terhadap
Rudinplay dan mengaku tak puas dengan hasilnya.3?

Kasus dalam negri juga terdapat dalam kasus Film Benymin Biang Kerok
tahun 2018. Dalam kasus ini, Syamsul Fuad penulis penulis naskah Benyamin
Biang Kerok mengajukan gugatan hak cipta kepada Falcon Pictures. Selaku penulis
skenario film tersebut, Syamsul merasa Falcon Pictures tidak pernah meminta ijin
untuk membuat Benyamin Biang Kerok versi baru yang belum lama ini dirilis.
Kasus film remake Benyamin Biang kerok adaptasi dari dari karya Syamsul Fuad
telah mendapatkan penjanjian lisensi berupa adaptasi terhadap karya sarya sastra
tersebut, dan pencipta karya sastra sebelumnya telah mendapat royalti dari rumah
produksi. Kemudian rumah produksi membuat film hasil dari adptasi dari karya
tersebut. Film hasil adaptasi tersebut kemudian di buat ulang (remake) oleh rumah
produksi.

Permasalahan yang muncul adalah apakan pencipta Karya sastra asli dapat
tetap menuntut hak moral dan hak ekonominya terkait remake film tersebut.
Pencipta karya adaptasi juga merupakan pencipta yang di lindungi dan memiliki hak

sebagai pencipta, karena hasil dari ciptaannya juga merupakan ciptaan yang

39 perebutan Hak Cipta Teater To Kill a Mokingbird diambil dari https://hot.detik.com/art

14016225/kisruh-perebutan-hak-cipta-teater-to-kill-a-mockingbird di akses padatanggal 4 Juni 2018



https://hot.detik.com/art%20/4016225/kisruh-perebutan-hak-cipta-teater-to-kill-a-mockingbird
https://hot.detik.com/art%20/4016225/kisruh-perebutan-hak-cipta-teater-to-kill-a-mockingbird
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dilindungi yang dapat melaksanakan hak moral dan hak ekonominya. Dalam hal ini
pencipta karya hasil adaprtasi adalah pencipta karya turunan.

Dalam kasus ini Syamsul Fuad merasa bahwa sebenarnya kepemilikan hak
morsal dan ekomoni masih melekat pada dirinya. Namun apabila di tinjau dsari
padal 40 huruf n bahwa sebagai pencipta karya hasil adaptasi dalah hal ini pencipta
karya derifatif juga memiliki hak sebagaimana pencipta.

Hal ini membuktikan bahwa tindakan adaptasi suatu karya sastra tidak
dapat semena-mena dilakukan. Pencipta menganggap bahwa dirinya mengalami
kerugian terhadap hak moral dari pengalihwujudan hak cipta. Begitu pula di
Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menyepakati TRIPS sama Seperti
Amerika yang merupakan anggota World Trade Organization atau WTO.

Perundingan yang melahirkan World Trade Organization atau Organisasi
Perdagangan Dunia, antara lain juga menghasilkan Persetujuan tentang Aspek-
aspek HKI yang Terkait Dengan Kebijakan Perdagangan atau Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights, disingkat TRIPs.%? Trips menjadi dasar atas beberapa
aturan Hak Kekayaan Intelektuan di berbagai negara. Diantaranya Amertika Srikat
yang telah menjadikan USC (United State Code) yang di dalamnya terdapat
pengaturan mengenai pencipta karya Turunan (derivatif) hasil dari pengalinwujudan
Suatu karya sastra.

Terkait pengalihwujudan Hak Cipta dalam hal ini, maka terdapat

kekosongan hukum tentang pencipta karya hasil dari adptasi sebagai pencipta karya

40 HS. Kartadjoemena, GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di
bidang perdagangan, Penerbit Ul Press, Jakarta, 1996, him. 98
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turunan yang tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang

Hak Cipta.

Terdapat beberapa penulisan terkait dengan pengalihwujudan karya cipta

yaitu :
No. | Tahun Nama Peneli . Judul Penelitian Rumusan Masalah
dan Asal Instansi
1. 2011 ARYANI NAULI | Perlindungan Hak Bagaimana peranan
HASIBUAN Cipta Atas Karya Hak Cipta
Ul Derivatif memberikan
Dalam Prakteknya: perlindungan
Studi Kasus Buku terhadap karya
Ensikopedia A/ Derivative di
Quran: Al-Maushuah | Indonesia?
Al-Quraniyah
Al-Muyassarah
2. | 2014 EKA INDAH Tinjauan Yuridis 1. Bagaimana
HANISA Tindakan perbandingan
UB Pengalihwujudan pengaturan tindakan
Atas Karya Fotografi | pengalihwujudan
Dalam Perspektif Hak | atas karya fotografi
Cipta Indonesia Dan | di Indonesia dengan
Amerika Serikat Amerika Serikat ?
2. Bagaimana
pengaturan
pembatasan atau fair
use dalam karya
fotografi di
Indonesia dan
Amerika Serikat?
3 2015 Sarah Nurainy Perlindungan Hukum | 1. Bagaimanakah
Bouty Hak Kekayaan Perlindungan
UB Intelektual Hukum Atas
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Karakter Fiksi Karakter Fiksi

Literatur Dan Grafis Literatur dan

Di Indonesia Grafis di Indonesia
Ditinjau dari:

a. Undang-undang
Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak
Cipta

b. Undang-undang
Nomor 15 Tahun
2001 tentang Hak
Merek

2. Bagaimanakah
Analisa
Penyelesaian Kasus
Karakter Fiksi
Literatur dan
Grafis di Amerika
Serikat dengan
Menggunakan
Undang-undang
Nomor

28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta?

Maka penulis menulis skiripsi sebagai berikut kedudukan pencipta hasil
adaptasi karya sastra menurut Pasal 40 Ayat 1 huruf n Undang-undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum pencipta hasil adaptasi karya
sastra dengan izin dan tanpa izin menurut Pasal 40 Ayat 1 huruf n Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
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C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai
adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pencipta hasil adaptasi karya sastra
dengan izin dan tanpa izin menurut Pasal 40 Ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian akan memberikan tambahan
mformasi kepada pembaca yang berminat pada kajian-kajian imu hukum pada
umumnya dan hukum hak atas kekayaan intelektual terkait Hak Cipta sehingga

dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul.

2. Manfaat praktis :
a.) Universtas Brawijaya
Diharapkan hasil penelitian i dapat bermanfaat untuk keluarga besar
Universitas Brawijaya dalam perkuliahan yang terkait dengan Hak Atas
Kekayaan Intelektual terkait dengan kedudukan pencipta hasil adaptasi
karya sastra.
b.) Masyarakat
Diharapkan hasil penelitian mi dapat menambah wawasan bagi
masyarakat agar lebih mengerti dan menghargai karya pencipta sehingga
tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c.) Pencipta
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Diharapkan hasil dari penelitian i dapat mengetahui kedudukan

pencipta hasil adaptasi atas pengalihwujudan dari hasil karya sastra oleh

pencipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan i dan untuk

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap bab,

maka sistematika penulisan i disusun sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan
yang kemudian  dilanjutkan  dengan orismalitas
penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, serta sistematika penulisan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraan tentang tinjauan umum hak
cipta, tentang pengalihwujudan, tinjauan tentang
adaptasi, tinjavan tentang karya sastra.

METODE PENELITIAN

Dalam bab i berisi uraian bagaimana penelitian
dilakukan. Peneltian ini menggunakan metode yuridis
normatif yang pada garis besarnya memuat tentang jenis

penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukun, metode



BAB IV

BAB V
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pengumpulan bahan hukum. Metode pengolahan dan
analisis bahan hukum, serta definisi konseptual
PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dari pembahasan penelitian
dengan cara memaparkan hasil analisis tentang
kedudukan pencipta hasil adaptasi atas pengalihwujudan
karya sastra.

PENUTUP

Dalam bab i diuraikan mengenai kesimpulan dan saran
dari penulis. Dimana kesimpulan berisi tentang garis
besar dari pembahasan ~yang akan menjawab
permasalahan  sesuai  dengan tyjuan  penelitian.
Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis

tentang tentang penelitian yang telah dilakukan.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan
intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil
kerja otak dan hasil kerja rasio.! Hasil kerja otak itu telah dirumuskan sebagai
intelektualitas. Orang yang optimal memaksimalkan kinerja otaknya disebut sebagai
orang yang terpelajar dan mampu menggunkan rasio serta mampu berpikir secara
rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional
dan logis.? Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (intellectual property rights)
merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak
berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual ®

Berbicara mengenai intellectual property rights, makna dari istilah tersebut
yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan sesuatu yang dapat
dimiliki, dibeli, dijual, maupun dialihkan ke orang lain. Adapun kekayaan
intelektual adalah kekayaan atas segala hasil dari kecerdasan daya pikir seseorang

seperti pengetahuan, teknologi, seni, sastra, karya tulis, gubahan lagu, dan lain-lain.*

1 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Press, Jakarta, 2010, him.

2 1bid, him. 10

3 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti,
Bandung 1999, him. 108

4 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, him. 208

20
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Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dari
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan telah berwujud dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.® Hak cipta (copyright) merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan
intelektual. Perjanjian TRIP’s tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, namun
hakikatnya kekayaan intelektual terdiri atas Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan
organisasi penyiaran), Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain
Tata Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.®

Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud.” Hak cipta
merupakan hak suatu kebendaan atau sub sistem dari hukum benda. Hak kebendaan
ini menurut Sri Soedewi M, menurutnya dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu
benda dimana hak itu memberikan kekuasaan lansung atas suatu benda dan dapat
dipertahankan terhadap siapapun.®

Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta
untuk dapatb mengumumkan dan mempernanyak ciptaannya yang timbul secara
langsung setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi batasan sesuai ketentian
dalam perundang-undangan yang berlaku.® Konsep dasar lahirnya hak cipta akan

memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki ciri

5 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

® Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, Bandung,
2010, him. 12

7 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), P.T.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 62

8 Sri Soedewi M., Hukum Perdata, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 2005, him. 54

® Bintang Sanusi, Hukum Hak Cipta, Citra Adity Bakti, Bandung, 2007, him. 26
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khusus serta menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang dari kemampuan dan
kreativitas yang bersifat pribadi.'°

Pada awalnya pengertian tentang hak cipta di Indonesia pertama kali
diartikan oleh Pasal 1 Auteurswet Tahun 1912 sebagai hak pengarang, yang
merupakan hak tunggal atau hak untuk mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaan
dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian. Selain itu bertujuan untuk
mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dengan mengingat batasan-batasan
yang ditentukan oleh undang-undang.!* Istilah auteursrecht atau hak pengarang
kemudian berubah menjadi hak cipta. Istilah ini pertama kalinya diperkenalkan
dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1952. Istilah hak cipta sengaja
dipilih agar tidak hanya para pengarang, namun juga pelukis dan lain-lain. Maka,
istilah hak cipta telah dipergunakan untuk memperluas pengertiannya.

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia memang tidak terlepas dari
pengaruh sistem civil law atau sistem eropa kontinental. Pengertian hak cipta yang
berlaku terhadap sistem eropa kontinental yang pada umumnya tidak hanya
melindungi kepentingan ekonomi pencipta saja, namun juga melindungi hak moral
pencipta. Undang-undang tentang Hak Cipta pertama kali diatur didalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian berubah menjadi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian tahun 1997 berubah lagi menjadi

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta

10 S.M. Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan,
Akademika Pressindo, Jakarta, 2002, him. 333
11 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hak Cipta, Binacipta , Bandung, 1976, him. 44
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kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002, dengan beberapa Peraturan yang mengikutinya yang masih berlaku seperti
Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau
Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, llmu Pengetahuan, Penelitian
dan Pengembangan, Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works,
Keputusan Presiden Rl Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO
Copyrights Treaty, Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1988 tentang
Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik
Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia
dengan Masyarakat Eropa, Peraturan Menteri Kehakiman Rl No. M.01-HC.03.01
Tahun 1987, tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Selanjutnya
dibuatlah yang baru berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Saat ini yang terbaru adalah Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2014.

Indonesia sebagai negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala
perubahan peraturan terkait dengan kebijakan global tentang Hak Kekayaan
Intelektual.'?> Pengaturan mengani hak cipta kini di atur dalam Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2014. Hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik

serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa

12 Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, 2014, him.
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izin.® Tidak seperti rezim HKI lainnya, Hak Cipta lahir secara otomatis, terlepas
apakah karya tersebut didaftarkan ke Kantor Hak Cipta atau tidak (tidak harus
didaftarkan).'*
1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Ciptaan
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan
pribadi.’® Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk
menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya
tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. ** Dalam konteks hukum yang
dianggap pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau
diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya
terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.*’
Pencipta dapat diartikan sebagai pengarang. Istilah hak pengarang adalah
terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Recht.*®
Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta yang di anggap pencipta adalah'® :
a. disebut dalam Ciptaan;

b. b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau

13 Tim Lindsey Dkk, Hak Kekayaan Intelektual, PT. Aumni, Bandung, 2002, him.. 2

14 Akham Subroto Dan Suprapedi, Pengenalan HKI, Indeks, Jakarta, 2008, him.. 36

15 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

16 Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat
Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia,
Rabbani Pers, Jakarta, 2011, him. 34

17 Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, lbid, him. 35

18 Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Djambatan,
Jakarta, 1984, him. 3

19 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
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d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Sedangkan Pemegang Hak Cipta merupakan Pencipta sebagai pemilik
Hak Cipta, pihak yang menerima hak itu secara sah dari Pencipta, atau pihak lain
yang menerima hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara
sah.?® Menurut Elyta Ras Ginting Pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua,

yaitu:?!

1. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum Undang-Undang Hak
Cipta mengenal konsep terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu
peristiwa hukum, terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa
hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

2. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang. Selain adanya Pemegang
Hak Cipta berdarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat
(2) dan Pasal 80, Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki konsep
kepemilikan Hak Cipta disebabkan oleh undangundang (by law) yang diatur
dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UndangUndang Hak Cipta. Dalam hal
ini, negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman

dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta.

Didalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat perlindungan yang

berbeda antara pencipta serta ciptaan itu sendiri.

20 pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
21 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2012, him. 183
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Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,

dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.??

Didalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang

merupakan ciptaan yang dilindungi, yaitu :

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra, terdiri atas:

a.

b.
C.

=h @

S3—FRTTo@

o

S.
2. Cipt

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil
karya tulis lainnya;

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

karya seni terapan;

karya arsitektur;

peta;

karya seni batik atau seni motif lain;

karya fotografi;

Potret;

. karya sinematografi;

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi
budaya tradisional,

kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan
Program Komputer maupun media lainnya;

kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;

permainan video; dan

Program Komputer.

aan sebagaimana dimaksud dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan

tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

2 pasal 1

Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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3. Pelindungan sebagaimana dimaksud, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan
yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan
dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (original) dan ciptaan yang bersifat
turunan (derivative). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk
atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan
perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.?® Ciptaan yang
bersifat turunan derivatif adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu

karya yang telah ada sebelumnya.?*

Pada hakikatnya hak cipta didalamnya terdapat dua macam hak, yaitu
hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang meliputi hak
untuk mengumumkan (right to publish atau right to perform) dan hak untuk
memperbanyak (right to copy atau mechanical right). Adapun hak moral adalah
hak yang didalmnya meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam
ciptaan (attribution right atau right of paternity) dan hak pencipta untuk melarang

yang lain untuk tidak merusak dan memutilasi ciptaannya (right of integrity).?®

23 Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2009, him. 29-30

24 |bid, hlm. 30

% Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him. 49



28

2. Hak Moral

Salah satu bentuk dari hak cipta adalah Hak moral. Hak moral Pelaku
Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak
dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak

ekonominya telah dialihkan.?®

Dalam Berne Convention, hak moral diatur dalam Pasal 6. Namun dalam
TRIP’s, negara anggota konvensi tidak diwajibkan untuk mencantumkan hak
moral didalam peraturan perundang-undangan hak cipta mereka.?’ Kata “moral”
menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada

kalanya nilai hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis.?®

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta sendiri dijelaskan bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat secara

abadi pada diri pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan dan tidak mencantumkan namanya pada salinan
sehubungan denganpemakaian Ciptaannya untuk umum;

menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi
Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan
diri atau reputasinya.?®

o o0 o

% pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

27 Lihat, Article 9 (1) Trips (The Related Aspects of Intellectual Property Right)
28 OK. Saidin, Op.cit, him. 250

29 pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



29

Hak moral sebagaimana dimaksud penjelasan diatas tidak dapat
dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat
dialinkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

3. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas
ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi yang diatur didalam passal 8
Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menybutkan bahwa
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.®® Kemudian, Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak

ekonomi untuk melakukan®:

penerbitan Ciptaan;

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

penerjemahan Ciptaan;

pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

pertunjukan Ciptaan;

Pengumuman Ciptaan;

Komunikasi Ciptaan; dan

penyewaan Ciptaan.

—STQ@ e o0 o

4. Hak Tarkait
Selain Hak ekonomi dak Moral terdapat juga hak terkait dalam Hak cipta.

Undang-Undang ini merumuskan tentang hak terkait, yaitu hak yang berkaitan

%0 pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
31 pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,
produser fonogram, atau lembaga penyiaran.®?Di dalam pasal 20 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam
merupakan hak eksklusif yang meliputi:

a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui

sebaliknya
b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi

Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau
reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.®

Hak terkait merupakan hal yang penting karena perkembangan teknologi
perekaman suara dan gambar merupakanhasil ciptaan dari teknologi sangat perlu
diberi perlindungan.®* Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta
yang merupakan hak eksklusif untuk pelaku pertunjukan, producer fonogram,

atau lembaga Penyiaran,®

Istilah neighboring rights dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan
Intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961).
Untuk istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang
berhubungan dengan hak cipta, dan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

menerjemahkannya dengan istilah yang berkaitan dengan hak cipta.®

%2 pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

33 pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

% Muhammad Djumhana Dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori Dan
Prakteknya Di Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 59

% Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

3% OK. Saidin, Op.cit, him. 304
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B. Tinjauan Umum Adaptasi

Adaptasi adalah tindakan mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk
lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.3” Hak adaptasi terdapat didalam hak
cipta. Hak adapatsi adalah hak untuk melakukan penyesuaian dari suatu bentuk ke
bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel menjadi
sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan menjadi drama radio.*

Pengalihwujudan dalam bahasa inggris adalah adaptations, atau the
transferform artinya pengalihan wujud, atau transferor embodiment untuk pengalih
wujudan (dengan pemenggalan kata) atau over form untuk alih wujud. Yang
dimaksud dengan pengalihwujudan karya cipta merupakan perubahan bentuk,
contohnya dari patung menjadi lukisan dan novel menjadi film atau pementasan.

Pengalihwujudan merupakan tindakan pengubah bentuk, misalnya dari
bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi
sandiwara radio, dan novel menjadi film. Hal ini mejadikan peluang untuk
melakukan tindak pidana atas hak cipta atas karya menjadi lebih mudah dan dengan
hasil yang sama baiknya dengan karya yang asli. Perbanyakan merupakan
penambahan jumlah terhadap ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang
sangat substansial yaitu menggunakan bahan-bahan yang serupa maupun tidak,

termasuk pengalihwujudan secara permanen atau berkala. Bentuk pengalihwujudan

37 penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
38 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, him. 24



32

dapat digolongkan antara lain: peraturan deposit, trade-secrecy, copy left, serta
doktin fair use.

Dalam Pasal 40 ayat (2) sebagaimana dalam ketentuannya disebutkan
bahwa terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan
beberapa ciptaan, dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah ciptaan
asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta
terhadap ciptaan aslinya. Yang dimaksud adalah pengolahan selanjutnya dari
ciptaan yang asli, tetapi yang dalam bentuk pengolahan ini merupakan suatu ciptaan
yang baru dan tersendiri sehingga patut diberikan perlindungan tersendiri.

Permasalahan yang sering dihadapi pada saat ini adalah bagaimana
pengalihan bentuk karya cipta menjadi bentuk lain. Terkadang hal ini menimbulkan
pendapat berbeda-beda termasuk pelanggaran terhadap hak ciptanya. Maka
bagaimana bila telah menjadi dalam bentuk yang lain. Beberapa hal tersebut
berkaitan dengan open source, permasalahan fair use, permasalahan copy left dan
lainnya, hal ini tentu memerlukan jalan keluar.

Didalam perkwembangannya, masalah yang semakin muncuak adalah
masalah pengalihwujudan. Salah satu permasalahan dasar disini adalah makna dari
menyalin, menggunakan kembali serta mengapropriasi. Terkait pula pada batasan
serta makna konsep baru originalitas.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,

yang dimaksud dengan ciptaan merupakan setiap hasil karya pencipta yang

39 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan,
Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him.188
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menunjukkan keaslian terhadap lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam
pasal ini ketentuan keaslian menjadi syarat utama agar dapat disebut sebagai ciptaan.
Semisal suatu bentuk pusisi karya Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Aku
mencintaimu dengan sederhana di ubah oleh para pelaku pertunjukan menjadi

musikalisasi puisi.

Bentuk dari sebuah karya hasil dari pengalihwujudan Karya disebut dengan
karya derivatif. Sebuah karya derivatif atau disebut juga karya turunan adalah karya
yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya, seperti
terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, fictionalization, film, rekaman suara,
reproduksi seni, ringkasan, kondensasi, atau bentuk perubahan lain dari suatu karya,
ditransformasi, atau diadaptasi. Dapat dikatakan bahwa suatu karya derivatif adalah
sebuah “versi terbaru” dari suatu karya cipta, dimana jelas diantara keduanya
ditemukan adanya beberapa unsur pembeda namun tidak merubah format dasar atau

basic dari ciptaan tersebut.

. Tinjauan Umum Karya Sastra

Karya merupakan kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan dan
teknologi bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Dalam hal tersirat adanya
tempat untuk kreativitas dan inovasi yang memungkinkan berkembangnya proses-
proses pengalihwujudan terhadap suatu karya.

Karya sastra merupakan bagian dari seni serta pengetahuan yang

didalamnya terdapat teks yang berisi prosa, puisi, dan drama. Puisi Secara
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etimologis berasal dari bahasa Yunani poites, yang artinya pembangun, pembentuk,
pembuat. Didalam bahasa Latin dari kata poeta, yang artinya menimbulkan,
menyair, membangun, menyebabkan,. Dalam perkembangannya, makna kata telah
dipersempit menjadi hasil seni sastra yang kata kata tersebut disusun menurut syarat
tertentu yang menggunakan irama, sajak dan kadang-kadang berupa kiasan. Prosa
merupakan karangan narasi yang bersifat imajinatif, masuk akal serta mengandung
kebenaran yang mendramatisasikan hubungan manusia dengan manusia. Drama
merupakan cerita maupun tiruan perilaku manusia yang mendajdi pertunjukan.
Munculnya pengertian tersebut apabila ditinjau dari makna kata drama sudah
tepat. Drama merupakan salah satu jenis karya sastra yang memiliki kelebihan
dibandingkan dengan karya lainnya, yaitu unsur pementasan mengungkapkan
makna cerita yang langsung dan dipertontonkan di depan umum.

Dalam penggarapan karya sanstra membutuhkan tinjauan yang pasti karena
karya sastra pada umumnya tidak hanya menampilkan percakapan baik itu monolog
maupun dialog. Lebih dari itu, menampilkan bentuk karya sastra ini juga tidak lepas
dari unsur-unsur lainnya yang dapat dibuat pementasan ataupun film agar bentuk
karya sastra ini lebih menarik. Pembahasan terhadap karya sastra tidak dapat lepas
dari pembahasan tentang pengarangnya. Pengarang adalah sosok paling penting

untuk lahirnya karya sastra yang merupakan bagian dari suatu karya sastra.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk memecahkan semua masalah dalam
penelitian tersebut, metode sendiri diartikan sebagai cara yang dipakai untuk
mencapai suatu tujuan tertentu dengan langkah-langkah yang sitematis.!Sementara
penelitian  diartikan sebagai suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu
pengtahuan atau teknologi yang bertujuan untuk menangkap bkebenaran secara

konsisten, sistematis dan metodelogis.?

Metode penelitian diartikan sebagai cara untuk memahami, menganlisa, dan
mempelajari permasalahan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis-normatif.
Metode penelitian hukum normatif adalah suatu sistematika penelitian imiah
untuk menemukan kebenaran didasrkan logika keimuan hukumterhadap sisi
normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif
dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan
perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap

hak hak Cipta.

1 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, him. 46
2 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 1
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Penelitian i berupaya mengalisis kedudukan pencipta hasil adaptasi atas
pengalihwyjudan karya sastra menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan jenis penelitian ini maka akan
mengupas mengenai pengalihwujudan suatu Karya cipta. Dalam praktiknya, tidak
ada perundang-undangan secara jelas yang mengtur tentang pelanggaran atas
adaptasi bentuk pengalihwujudan suatu karya sastra dalam suatu pertunjukan.

. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian  ini, pendekatan adalah pendekatan perundang-
undangan(statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative
approach). Pendekatan perundang-undangan menelaah semua Undang-Undang
dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu,
pendekatan perundang-undangan dapat dipergunakan untuk mempelajari
konsistensi serta kesesuaian antara Suatu peraturan perundang-undangan yang
satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, serta antara Undang-
Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang.® Pendekatan perundang-
undangan ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis mengenai perlindungan
hukum pencipta atas karya hasil pengalihwujudan Kkarya sastra menjadi

pertunjukan seni.

Pendekatan perbandingan atau komparatif adalah pendekatan yang
digunakan untuk membandingkan Peraturan Perundang-Undangan suatu negara

dengan Undang-Undang dari satu atau lebih dari negara lain mengenai suatu hal

3peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 133
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yang sama. Dalam hal ini adalah pengalihwujudan karya sastra oleh pelaku
pertunjukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
di Indonesia dengan pengaturan mengenai pengalihwujudan Hak Cipta oleh
pelaku pertunjukan di Amerika Srikat. Karena Salah satu kegunaan dari
pendekatan perbandingan ini adalah untuk mengetahu perbedaan serta persamaan
diantara Undang-Undang tersebut.
C. Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan suber bahan

hukum yang bersumber dari studi kepustakaan, data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
1. Sumber Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan pertundang-undangan

di negara Indonesia® dan negara lain yang meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Barne Convention for protection of Literatary and Artistic Works.

C. United States Code 17 Pub. L. No. 97-366, 96 Stat. 1759

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder:
Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan
hukum primer, hal ini bisa berupa :

a. Buku-buku ilmu hukum

4 Jhono Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya,
2005, hlm. 295
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b. Jurnal imu hukum
c. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas
3. Sumber Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan hukum sebagai perangkap dari kedua bahan hukum
sebelumnya terdiri dari kamu hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI)

D. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data bahan hukum yang digunakan
oleh peneliti ialah dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut didapatkan dari studi kepustakaan
(Library Research®)dan melalui akses internet.

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti adalah usaha ataupun upaya
untuk menghimpun informasi yang akurat dengan topik atau masalah yang sedang
diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengalihwujudan hak cipta.

E. Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
interpretasi  gramatikal, serta interpretasi komparatift Teknik analisis yang
digunakan penulis adalah teknik interpretasi yang yang memiliki tujuan untuk

mengetahui maksud atau tujuan yang terkandung dalam suatu teks. Hasil analisis

5Babang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 2
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bahan hukum akan di interpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal,
serta interpretasi komparatif, sehingga hasil dari penelitiaan ini bukanlah hukum
yang baru ataupun teori baru, tetapi paling tidak adanya argumentasi baru.
F. Definisi Konseptual
1. Pencipta
Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama menghasilkan suatu karya ciptaan yang memiliki ciri khas dan

pribadi.”
2. Adaptasi

Adapatsi adalah mengalihwujudkan suatu bentuk ciptaan kedalam bentuk lam.
3. Karya Sastra

Karya sastra merupakan bagian dari seni serta pengetahuan yang didalamnya

memuat teks berupa prosa, puisi, dan naskah drama yang bentuknya dua dimensi.

6 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 207
7 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN HUKUM PENCIPTA HASIL ADAPTASI ATAS

PENGALIHWUJUDAN KARYA SASTRA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Didalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomot 28 tahun 2014

menyebutkan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas

dan pribadi.”

Pencipta memiliki Hak eksklusif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

1 butir 1 berupa Hak Ekonomi serta Hak Moral. Dalam pengalihwujudan Hak

Cipta, Undang-Undang sendiri tidak tidak mengatur secara terperinci, tertutama

terkait pencipta atas pengalhwujudan suatu Karya. Namun, secara garis besar

terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu :

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a.

b.
C.

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;

ceramabh, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;

karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

karya seni terapan;

karya arsitektur;

peta;

40
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o

g.

r.
S.
(2) Cipt
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karya seni batik atau seni motif lain;

karya fotografi;

Potret;

karya sinematografi;

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;

kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;

permainan video; dan

Program Komputer.

aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi

sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas
Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum
dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata
yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Maka dari pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsurnya terkait pencipta hasil

adaptasi karya sastra adalah :

a. Adaptasi merupakan Ciptaan yang dilindungi

Pengalihwujudan merupakan tindakan pengubah bentuk ciptaan.

Didalam penjelasan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak

Cipta:

“Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu

Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.’

’

Karya adalah merupakan kontribusi dalam peningkatan ilmu

pengetahuan dan teknologi manusia. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang Undang

Hak Cipta tersirat adanya tempat untuk kreativitas seseorang dimungkinkan
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berkembangnya menjadi pengalihwujudan. Namun perlu di ketahui bahwa
bentuk dari sebuah karya hasil dari pengalihwujudan disebut dengan karya
derivatif. Sebuah karya derivatif atau disebut juga karya turunan adalah karya

yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya,

Pada hakikatnya pengalihwujudan merupakan suatu usaha
memodifikasi  (mengubah/menyesuaikan) sesuatu yang telah ada
sebelumnya.! Kebutuhan akan adanya perlindungan merupakan hal yang
wajar sebagai penghormatan agar hasil kreatifitasnya diakui, dihormati, serta
dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan hak—haknya.?
Namun ada perbedaan pendapat apakah hak cipta akan bertahan hidup di
adaptasi dalam konteks teori hak cipta. Salah satu pendapat adalah bahwa jika
seseorang tidak memiliki hak untuk menggunakan karya asli, ia akan tidak
punya hak dalam adaptasi dari karya asli. Pendapat lain mengatakan bahwa
adaptasi akan memiliki hak cipta untuk bertahan hidup di tingkat yang baru
dan bahan asli yang terdapat dalam adaptasi yang tidak hadir dalam karya
asli.

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta mengenai pengalihwujudan adalah perubahan bentuk.
Pada istilah asing perubahan bentuk dapat dipahami sebagai transform.

Melihat dari penjelesan yang dicontohkan oleh Undang-Undang Hak Cipta

1 Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Op. Cit, him. 7
2 Budi Santoso, Op. Cit., hIm. 7
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terkait pengalihwujudan dikenal dengan adaptation. Semua pemahaman
tersebut terangkum dalam derivative work. Karya derivative ini dihasilkan
dari berbagai tindakan alih wujud.?

Hal ini tentu saja mengartikan bahwa materi baru dalam hal adaptasi
untuk mampu dieksploitasi secara terpisah, materi tersebut harus mampu
berdiri sendiri dan tidak sepenuhnya tergantung pada karya asli untuk
keberadaannya.* Oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan dalam
Undang undang hak cipta maka adaptasi merupakan seatu bentuk
pengalihwujudan terhadap karya baru

b. Ciptaan dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri

Sebagaimana yang telah dijelasakan dapam pasal 40 ayat 2 bahwa
Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 40 bahwa ciptaan hasil adaptasi
merupakan Ciptaan yang dilindungi tersendiri dengan tidak mengurangi Hak
Cipta atas Ciptaan asli. Maka, ciptaan terbagi menjadi dua jenis. Yaitu ciptaan
asli dan Ciptaan turunan.

Sebuah Karya Derivative atau disebut juga Karya Turunan adalah
karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya.

Karya Derivatif dilindungi oleh Hak Cipta. Untuk dapat digolongkan sebagai

% Eka Indah Hanisa, terdapat dalam skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan
Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat”, Universitas
Brawijaya, Malang, 2014, him. 6.

4 Nandita Saikia, Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright Law, diakses
http://lawmatters.in/content/adaptations-derivations-and-transformations-in-copyrightlaw. Diakses
pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 14.00 WIB.
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karya derivative, tentunya versi baru harus memiliki perbedaan yang
mencukupi dan memiliki konten atau material baru dalam jumlah tertentu.
Dengan demikian, perubahan yang kecil tidaklah digolongkan sebagai karya

turunan.

Dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Butir 1 bahwa Hak Cipta
memberikan Hak eklusif bagi pencipta berupa perlindungan Hak ekonomi
dan Hak moral. Ciptaan asli adalah ciptaan yang diciptakan penciptanya
dalam bentuk aslinya. Dalam arti bahwa ciptaan tersebut belum dilakukan
perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk yang berbeda.

Sebagaian dari ciptaan asli tersebut dapat dialihwujudkan.
Pengaliwujudan tersebut melahirkan suatu ciptaan turunan. Sebuah karya
turunan adalah karya yang dibuat berdasarkan satu ataulebih karya-karya
yang sudah ada, seperti terjemahan, aransemen musik, reproduksi karya seni,
dramatisasi atau versi gambar bergerak.

Pembuatan karya turunan merupakan hak eksklusif dari pemilik hak
cipta. Namun demikian, sebuah karya turunan dapat memenuhi persyaratan
untuk mendapat perlindungan hak cipta secara terpisah walaupun hak cipta
tersebut dapat diperluas hanya pada aspek-aspek, yang merupakan produk asli
dari karya turunan tersebut. Dalam prakteknya, membedakan karya

gabungan, karya asli dan sebuah karya turunan tidaklah selalu mudah.
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Banyaknya pencipta dari sebuah karya gabungan membuat sendiri kotribusi-
kontribusi mereka secara independen dan pada waktu yang berbeda.

Pada dasrnya adaptasi serta pengubahan bentuk dari suatu karya
merupakan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta. Hal ini
terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak
Cipta terkait dengan pelaksanaan hak ekonomi. Namun dalam pasal ini bahwa
orang lain dapat melakukan tindakan pengadaptasian atau pengubahan bentuk
terhadap suaru karya dengan ketentuan wajib mendapatkan izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta.

Izin merupakan hak mutlak atas suatu karya dapat diakui. Karena
Dalam pembuatan karya yang menjadi pokok utamanya adah suatu
ide/kreatifitas dari pencipta. Pengadaptasian yang merupakan tindakan
pengalihwujudan terhadap suatu karya maka tidak akan bisa terlepas dari
suatu karya itu sendiri. Oleh karena itu dalam perlindungan terhadap pencipta
asli maka suatu karya Cipta turunan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan

asli.

2. Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works

Secara umum Konvensi Bern sering dikatakan sebagai traktat yang
memberikan perlindungan untuk karya-karya sastra, karya ilmu pengetahuan dan
karya-karya bernilai artistik. Jenis-jenis karya yang termasuk dilindungi konvensi

ini sangat luas. Misalnya mulai dari materi perkuliahan, pidato, ilustrasi, peta,
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sketsa, sampai ke karya foto, lukisan, pahatan, patung, karya koreografi, karya

film, arsitektur dan lain sebagainya.®

Maka dipahami hakekat atau prinsip® dari perjanjian Bern ini yang
bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) dibidang karya seni, sastra
dan ilmu pengetahuan. Perlindungan mana diberikan kepada seluruh anggota dari
konvensi itu. Secara timbal balik melindungi hak pengarang antara negara-negara
yang menjadi anggota.” Indonesia telah meratifikasi menjadi Keputusan Presiden
No. 18 Tahun 1997 mengesahkan Berne Convention dengan reservation
(persyaratan) atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres N o. 18 Tahun
1997).8Didalam Konvensi Barne terdapat Tiga prinsip pokok diantaranya

adalah®:

5 Oksidelfa Yanto, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, Surya Kencana Dua:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, VVol. 6 No.1, Maret 2016, him. 118

® Tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern memberi 3 prinsip: Prinsip National Treatment.
Prinsip Automatic Protection. Prinsip Independence of Protection, Oksidelfa Yanto, ibid., him. 117

7 Pada 15 Maret 1958 Indonesia pernah menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi Bern
berdasarakan surat No.15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Menteri luar negeri, Soebandrio waktu itu
menyatakan pada Direktur Biro Bern Convention menyatakan tidak menjadi anggota The Bern
Convention. Dalam kurun waktu hampir 100 tahun keberadaan konvensi Bern, tercatat lima negara
anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu : Haiti (1887-1943), Montenegro
(1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), Syiria (1924-1962). Tiga puluh tujuh tahun
kemudian, tepatnya 7 Mei 1997, Indonesia menyatakan ikut serta kembali menjadi anggota konvensi
Bern dengan melakukan ratifikasi dengan Keppres Rl No.16 tahun 1997, hal ini sebagai konsekuensi
keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1994. Oksidelfa
Yanto, ibid., him. 117

8 Dari rangkaian kesepakatan bersama di bidang hak cipta maka Bern Convention merupakan
konvensi tertua yang mengatur masalah hak cipta. Konvensi Bern ditandatangani di Bern, ibukota
Swidzerland, pada tanggal 9 September 1886 oleh sepuluh negara peserta asli (Belgium, France,
Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Swidzerland, Tunisia) dan tujuh negara yang
menjadi peserta dengan cara aksesi (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway,
Sweden). Oksidelfa Yanto, ibid., him. 117

® Tamotsu Hozumi, Asian Copyright Hand book Buku Panduan Hak Cipta Versi Indonesia,
Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006 hlm. 57
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(1) Perlakuan nasional yang mana negara-negara anggota sepakat untuk
memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara dari negara-
negara anggota Konvensi Paris berdasarkan pada perlindungan hak-hak
sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah negara anggota kepada warga
negaranya masing-masing

(2) Berlaku surut (semua ciptaan dilindungi, bahkan ciptaan yang dibuat
sebelum perjanjian itu berlaku, kecuali ciptaan yang telah menjadi milik
umum);

(3) Tanpa syarat (perlindungan berlaku otomatis dan tidak tergantung pada
terpenuhinya persyaratan formal apapun).

Adapun standar minimum perlindungan berkaitan dengan karya dan hak
untuk dilindungi, dan durasi perlindungan adalah®®:

(1) Sebagai untuk bekerja, perlindungan harus termasuk setiap produksi dalam
domain sastra, ilmiah dan artistik, apa pun mode atau bentuk ekspresi yang
dijual ke publik.

(2)  Sesuai dengan pemesanan tertentu yang diperbolehkan, pembatasan atau
pengecualian, berikut ini adalah di antara hak-hak yang harus diakui
sebagai hak eksklusif otorisasi:

a) hak untuk menerjemahkan;

b) hak untuk membuat adaptasi dan pengaturan pekerjaan;

10 Berdasarkan Perjanjian TRIPS, hak eksklusif sewa harus diakui dalam hal program komputer
dan, dalam kondisi tertentu, karya audiovisual, lihat juga dalam http://www.wipo.int diakses pada
tanggal 28 Juli 2018 Pukul 11.27 WIB
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9)
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hak untuk tampil di pekerjaan umum dramatis, dramatico-musik dan
musik;

hak untuk membaca dalam karya sastra umum;

hak untuk berkomunikasi kepada publik kinerja karya tersebut;

hak untuk menyiarkan (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor
untuk menyediakan hak hanya untuk remunerasi yang adil dan bukan
hak otorisasi);

hak untuk membuat reproduksi dengan cara atau bentuk (dengan
kemungkinan suatu negara kontraktor untuk mengizinkan, dalam
kasuskasus khusus tertentu, reproduksi tanpa otorisasi dengan syarat
bahwa reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi kerja normal
dan tidak wajar mengurangi sah kepentingan penulis, dan dengan
kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan, dalam hal
rekaman suara karya musik, untuk hak dengan remunerasi yang adil);
hak untuk menggunakan karya sebagai dasar untuk karya audiovisual,
dan hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, tampil di publik atau

berkomunikasi kepada publik bahwa pekerjaan audiovisual.

Adapun masa berlakunya perlindungan secara umum adalah aturan

perlindungan yang harus diberikan sampai dengan berakhirnya tahun ke-

50 setelah kematian penulis. Dalam kasus karya anonim atau nama

samaran, jangka waktu perlindungan berakhir 50 tahun setelah pekerjaan

telah sah dibuat tersedia untuk umum, kecuali jika nama samaran daun

tidak diragukan lagi sebagai identitas penulis atau jika penulis
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mengungkapkan identitas selama periode itu, dalam kasus terakhir, aturan
umum yang berlaku. Dalam kasus audiovisual (sinematografi) bekerja,
jangka waktu minimal perlindungan adalah 50 tahun setelah tersedia
pembuatan karya kepada publik (release) atau gagal seperti acara-dari
penciptaan pekerjaan. Dalam kasus karya seni terapan dan karya fotografi,
istilah minimum adalah 25 tahun sejak penciptaan karya seperti itu.

Salah satu yang termuat dalam ciptaan yang dilindungi Dalam Konvensi
ini adalah Karya sastra dan artistik. Karya sastra dan artistik harus mencakup
setiap produksi dalam domain sastra, ilmiah dan artistik, apapun mungkin mode
atau bentuk ekspresinya, seperti buku, dan tulisan lainnya. Karya seni hasil
adaptasi dari pengalihwujudan merupakan karya yang diungkapkan oleh sebuah
proses yang serupa dengan karya yang diterapkan seni. Koleksi karya sastra atau
artistik seperti ensiklopedi dan antologi dengan alasan pemilihan dan susunan
isinya, merupakan ciptaan intelektual yang dilindungi tanpa mengurangi hak
cipta di setiap karya dan membentuk bagian dari karya tersebut.}'Barne
Convension melindungi karya sastra tertung dalam Article 2 Konvensi Berne ini

mengatur tentang :

“Protected work : 1. Literary and artistic work ;2. Possible requirement
of fixation,3. Derivative works;4.Official text;5. Collection;6. Obligation
to protect;7. Works of applied art and industrial design;8. News18”. 12
“Article 2 Bernee Convention “2)it shall, however, be a matter for

legislation in the countries ... to prescribe that works in general or any

11 Online. http://hki.umm.ac.id/id/pages/panduan-panduan/modul-2-hak-cipta.html diakses pada
tanggal 3 Agustus 2018 pukul 16.47 WIB
12 Rahmi Jened, Op. Cit., him. 79
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specified catagories of works shall not be protected unless they have been
fixed in some material form;19”

Berne Convention pada dasarnya mensyaratkan negara anggotanya untuk

melindungi karya-karya yang diantaranya sebagai berikut :

. Karya tertulis, contohnya buku dan laporan
. Musik

. Karya drama dan Koreografi

. Karya arsitektur

. Karya sinematografi dan video

o o1 A W N P

. Karya adaptasi, seperti terjemahan dan aransemen musik
7. Koleksi atau kumpulan seperti ensiklopedi

Pencipta dalam hal ini juga melindungi karya karya lain halini tertuang

idalam Article 2 (3) Konvensi Barne menyebutkan bahwa :

“Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations
of a literary or artistic work shall be protected as original works without
prejudice to the copyright in the original work.”

Yang merupakan terjemahan, adaptasi, pengaturan musik dan perubahan
lain dari karya sastra maupun karya seni harus dilindungi sebagai karya orisinil
tanpa prasangka terhadap hak cipta terhadap karya aslinya. Hal ini telah
menjelaskah Bahwa suatu karya derifatif, pertunjukan seni yang merupakan hasil
pengalihwujudan dari karya sastra juga merupakan karya yang harus di lindungi
sebagai karya orisinil . Namun, terhadap ketentuan ini tidak semena-mena dapat
memanfaatkan hak eklusif terhadap karya turunan tersebut. Sesuai dengan article

12 bahwa :
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“(Right of Adaptation, Arrangement and Other Alteration) Authors of
literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing
adaptations, arrangements and other alterations of their works.”

Bahwa terhadap (Hak Adaptasi, Aransemen, dan Perubahan Lainnya),
Penulis karya sastra atau artistik juga menikmati hak eksklusif untuk
memperbolehkan adaptasi, aransemen dan perubahan lain dari karya mereka. Ini
membuktikan bahwa pengadaptasian hasil pengalihwujudan suatu karya sastra
tidak dapat lepas dari pencipta asli (pencipta karya sastra). Pencipta Karya sastra
tetap dapat menikmati Hak Eksklusif atas suatu karya turunan tersebut kecuali

disetujui sebaliknya.

3. United States Code

Di Amerika Serikat, tentang karya turunan ini terdapat dalam United
States Code 17. Didalamnya memuat:

a) “‘The subject matter of copyright as specified by section 102 [17 USC
102] includes compilations and derivative works, but protection for a
work employing preexisting material in which copyright subsists does
not extend to any part of the work in which such material has been used
unlawfully.

b) The copyright in a compilation or derivative work extends only to the
material contributed by the author of such work, as distinguished from
the preexisting material employed in the work, and does not imply any
exclusive right in the preexisting material. The copyright in such work
is independent of, and does not affect or enlarge the scope, duration,
ownership, or subsistence of, any copyright protection in the
preexisting material.”

a) Subjek hak cipta sebagaimana ditentukan oleh bagian 102 [17 USC
102] termasuk kompilasi dan karya turunan, tetapi perlindungan untuk

sebuah karya menggunakan materi yang sudah ada sebelumnya di
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mana hak cipta tidak ada meluas ke setiap bagian dari pekerjaan di
mana bahan tersebut telah digunakan secara tidak sah.

b) Hak cipta dalam karya kompilasi atau turunan hanya berlaku untuk
materi yang dikontribusikan oleh penulis karya tersebut, sebagaimana
dibedakan dari bahan yang sudah ada sebelumnya yang digunakan
dalam pekerjaan, dan tidak menyiratkan apa pun hak eksklusif dalam
materi yang sudah ada sebelumnya. Hak cipta dalam karya tersebut
independen, dan tidak mempengaruhi atau memperbesar ruang
lingkup, durasi, kepemilikan, atau subsistensi dari, perlindungan hak
cipta apa pun yang sudah ada sebelumnya bahan

) United State Code 17 dalam Konsep derivative work tidak memiliki
batas yang jelas antara memperoleh inspirasi atas karya cipta asal
dengan melakukan tindakan plegiarisme yang dikembangkan.
Umumnya suatu karya cipta baru berkaitan dengan karya cipta yang
sudah ada sebelumnya seperti perubahan bahasa melalui
penerjemahan, karya adapatasi ataupun modifikasi yang dilakukan
terhadap suatu karya cipta asal menjadi derivative work 2

Dibutuhkan pembatasan atau format yang jelas mengenai derivative

work .

13 Daniel Gervais, 2012, Derivative Works, User-Generated Content, And (Messy) Copyright
Rules, Copyright & New Media Law Newsletter (online), 16.1, http://search.proquest.
com/docview/1027226464/ fulltextPDF/9338A4815BDB4018PQ/4?accountid=46437 diakses tanggal 8
Mei 2014
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Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Hak Eksklusif
United states Code mengakui adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta,
yaitu dalam § 106, di mana disebutkan bahwa pemilikhak ciptamemiliki
hakeksklusif untuk melakukan danuntuk memberikan izin kepadaorang lain

untukmelakukan hal-hal berikut ini*:

1. Untukmereproduksisuatu hasil karya/ciptaan dalam bentuksalinan atau

rekaman suara (phonorecords);

Untuk membuat turunan dari suatu hasil karya/ciptaan;

3. Untuk mendistribusikansalinan atau rekaman suara (phonorecords)
dari suatu hasil karya/ciptaan kepada masyarakatmelalui penjualanatau
cara pengalihankepemilikan lainnya, ataudengan cara menyewakan,
atau meminjamkan;

4. Untuk menampilkan suatu hasil karya/ciptaan di hadapan publik,
dalam hal karya sastra, musik, drama, dankoreografi, pantomim, dan
gambar gerak (film) dan karya audio visual lainnya;

5. Untuk menampilkan suatu hasil karyalciptaan di hadapan publik,
dalam hal karya sastra, musik, drama, dan koreografi, pantomim, dan
karya bergambar, karya grafis, atau patung, termasuk sebuag gambar
individu karakter) dari suatu film atau pekerjaan audio visual lainnya.

6. Untuk menampilkan suatu hasil karya/ciptaan di hadapan publik,
dalam hal rekaman suara, menggunakan transmisi audio digital.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif ini, maka dianggap
telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.

N

United States Code melegalkan tindakan pengalihwujudan karya oleh
orang lain selain pencipta aslinya. Perubahan bahasa melalui penerjemahan,
karya adapatasi ataupun modifikasi yang dilakukan terhadap suatu karya cipta
asal menjadi derivative work.® Disebutkan bahwa pengaturan karya turunan

yaitu Deverative Work merupakan karya cipta baru yang mana dalam

14 Lihat United States Code 17 § 106.

15 Daniel Gervais, Derivative Works, User-Generated Content, And (Messy) Copyright Rules,
Copyright & New Media Law Newsletter 2012 (online), http://search.proguest.com diakses tanggal 1
Juni 2018
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pengalihwujudannya melui izin penciupta. Karya deverative work ini
mendapatkan perlindungan terpisah dengan karya asli nya. Sehingga tidak
mengganggu karya asal. Didalam penjelasan pasal ini juga berarti suatu karya

deverative yang tanpa melalui izin dari pencipta asal maka tidak dapat dilindungi.

United State Code 17 tidak menentukan adanya batasan ukuran banyak
atau sedikitnya komponen karya asal yang digunakan untuk menghasilkan karya
pengalihwujudan. Syarat utamanya adalah penambahan suatu unsur baru dalam
karya pengalihwujudan tanpa melihat seberapa banyak karya cipta asal yang ada
di dalam karya turunan. Apabila terpenuhi karya tersebut diakui sebagai salah

satu ciptaan yang dilindungi.'®

Perlindungan karya pengalihwujudan nantinya akan batal demi hukum
apabila dalam proses pembuatannya melalui cara-cara yang melanggar hukum.
Banyak permasalah timbul ketika pencipta karya hasil pengalihwujudan tidak
memintakan izin terlebih dahulu pada pencipta atau pemegang hak cipta karya
asal orisinil. Biasanya mereka berdalih dengan memanfaatkan pembatasan fair
use dalam ciptaannya. Sejatinya pengalihwujudan dan fair wuse memiliki
keterikatan erat. Izin sebagai syarat mutlak dapat dikecualikan dengan
pemanfaatan fair use. Hal yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya

kualifikasi fair use tersebut.!’

6Eka Indah Hanisa, ibid., hIm. 8
17Eka Indah Hanisa, ibid., him. 8
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Didalam United States Codel7 mengatur dengan jelas bahwa dalam
membuat karya deveratif maka harus terdapat unsur penambahan baru yang mana
akan menbedakan dengan karya asal. Ketentuan ini berupa penambahan ide atau
ekspresi baru pada karya hasil pengalihwujudan. Contohnya seni pertunjukan
merupakan karya seni yang melibatkan aksi dari individu atau kelompok di dalam
tempat dan waktu tertentu. Pertunjukan biasanya melibatkan empat unsur berupa
waktu, ruang, tubuh seniman serta hubungan seniman dengan penonton. Seni

pertunjukan dapat berupa adaptasi atas pengalihwujudan suatu karya.

Namun dalam praktiknya, konflik sering timbul tentang hak adaptasi
dikarenakan sulit dalam menentukan apakah suatu karya benar-benar adaptasi,
dalam artian srebagai alat untuk ekspresi (bentuk luar) yang telah beralih tanpa
mengubah inti terhadap suatu karya, atau apakah suatu karya itu hanya
menggunakan ide bersangkutan. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa
adaptasi adalah menggunakan ide. Seperti telah disebutkan bahwa ide tidak dapat
dilindungi oleh hak cipta. Namun karena hak adaptasi dilindungi sebagai satu

elemen dari hak cipta, konflik jenis ini dapat terjadi.

Didalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat parameter
yang menjadi pengecualiannya jelas tidak diperuntukan untuk sarana komersial,
tidak mengubah sifat dari hak cipta itu sendiri, jumlah yang digunakan, dan tidak
mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri. Dari ketentuan fair use di Amerika

Serikat maka batasan dari pengecualian hak cipta memiliki parameter yang jelas.
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Sebagai karya Derivatif, adaptasi hasil dari pengalihwujudan dari karya
sastra dibuat sesuai kehendak penciptanya. Didalam hal ini para pencipta
melakukan pengadaptasian dengan merubah suatu bentuk karya sastra.
Perubahan tersebut sebagaimana dari bentuk dua dimensi menjadi pertunjukan 3
dimensi yang mana dalam pembuatannya akan menambah berbagai bentuk lain
di dalamnya. Didalam suatu pertunjukan tidak mengungkiri seringkali terjadi
improfisasi yang dilakukkan oleh pencipta serta pelaku pertunjukan sebagai

bentuk penyesuaian atas pengalihwujudan karya.

B. KEDUDUKAN HUKUM PENCIPTA HASIL ADAPTASI KARYA SASTRA
MENURUT PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
yang dimaksud dengan ciptaan yaitu setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam pasal ini

syarat keaslian menjadi syarat utama untuk dapat disebut sebagai ciptaan.

Terdapat tiga ukuran bahwa suatu ciptaan dapat dinilai sebagai ciptaan
yang dilindungi hak cipta atas karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, imajinasi, kecekatan, keterampilan,

kemampuan, pikiran, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ketiga
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hal tersebut disebut sebagai Standard of Copyright Ability yang ketiganya itu

adalah?®:

1. Originality: The word “originality” ... or the test of “originality, is not
that the work to be novel or unique. Even a work based upon something
already in public domain may well be original.

Yang artinya keaslian (Orisinalitas). Kata asli bukan berarti karya tersebut
harus “betul baru” atau “unik”. Bahkan suatu karya yang didasarkan pada suatu
yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih disebut sebagai karya asli.
Dalam Hak Cipta konsep keaslian tidak bermakna bahwa suatu Ciptaan harus
benar-benar baru. *° Ciptaan harus benar dari eksistensi Pencipta.?® Konteks
pemahaman keaslian ini bahwa Hak Cipta melindungi ekspresi dari ide, informasi,
atau pemikiran (dan bukan ide atau pemikiran itu sendiri) yang dituangkan dalam

bentuk yang kongkret.?*

Karya asli maksudnya adalah benar-benar merupakan ekspresi asli dari
penciptanya, yaitu, karya tersebut benar-benar diciptakan sendiri dan tidak
merupakan tiruan dari karya orang lain atau dari materimateri yang sudah menjadi
public domain. Makna sesungguhnya dari orisinalitas dalam UUHC berbeda dari
satu negara ke negara lainnya. Dalam setiap kasus orisinalitas dapat berhubungan

dengan bentuk ekspresi dan tidak dengan ide-ide yang mendasarinya.

18 Earl W. Kinter dan Jack Lahr, An Intellectual Property Law Primer, Clark Boardman, New

York, 1983, him. 346-349, dikutip Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs,
Yuridika Press Fakultas Hukum Unair, 2001, him. 27

79

1% Rahmi Jened, Ibid., him. 27
20 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright®s Law), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, him.

21 Rahmi Jened, Ibid., him. 82
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2. Creativity: Creativity as a standard of copyright ability is to great degree
simply measure of originality. Although a work that merely copies exactly
a prior work may be held not to be original, if the copy entails the
independent creative judment of the author in its production, that
creativity will render the work original.

Kreativitas. Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya yang dapat
diberikan hak cipta menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran
keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa dari
karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, maka suatu tiruan membutuhkan
penilaian kreatif mandiri dari pencipta.??

3. Fixation: A work is fixed in a tangible medium of expression when its
embodiment in a copy or phonerecord by or under the authority of author,
is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced
or otherwise communicated for a period of more than transitory duration.
A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is

fixed for purpose of this title is a fixation of the work is being made
simultaneously with its transmision.

Perwujudan. Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang
berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh
atau berdasarkan kewenangan Pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat,
direproduksi, atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama jangka waktu yang
cukup lama. Suatu karya yang berdiri dari suara, citra atau keduanya, yang
ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang

dibuat secara simultan dengan transmisinya. 23

22 Rahmi Jened, Ibid., him. 27
2 Rahmi Jened, Ibid., him. 27
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Ada banyak macam jenis karya hasil dari pengalihwujudan. Apabila suatu
karya sudah memenuhi ketiga unsur tersebut maka barulah dapat disebut
sebagainkarya derivatife atau karya turunan. Atas keberadaan karya derivatif,
Sebagaimana tertuan dalam pasal 40 ayat 2 Unang Undang Hak Cipta nomor 28
tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan dengan tidak

mengurangi perlindungan atas ciptaan asli.

Bentuk dari suatu Karya Turunan dapat dilindungi selama 50 (lima puluh)
tahun sejak pertama kali diumumkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat
(1) Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan terhadap karya turunan ini dapat
diberikan dengan syarat seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan
yang asli dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi Pencipta dan
Pemegang Hak Ciptanya. Hal ini terkait dengan keberadaan Hak Ekonomi yang
dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Maka dari itu berlaku pula bagi karya
hasil adaptasi atas pengalihwujudan karya sastra. Namun dalam undang-undang

sendiri tidak ada pengaturan mengenai pencipta atas suatu karya turunan.

Pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai Pencipta
adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia
adalah orang yang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang
sebutan ringkasnya untuk praktisnya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi

menjadi hak cipta.?*

24 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-
undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya, Alumni,
Bandung, 1999, him. 125.
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Terhadap pencipta karya asli maupun karya ciptaan yang asli dilindungi
secara mutlak dari pelanggaran hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta terjadi ketika
sebuah karya berhak cipta direproduksi. Didistribusikan, dilakukan, ditampilkan
di depan umum atau dibuat menjadi sebuah karya turunan (suatu pekerjaan yang
didasarkan pada, tetapi agak berubah, dari aslinya) tanpa izin dari pemilik hak

cipta.

Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta maupun ahli
warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dengan tanpa hak
dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta yang mana
tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah ditentukan mekanisme
penegakan hukum apabila terjadi masalah hukum di bidang hak cipta, dimana
dalam undang-undang tersebut diatur mengenai penegakan hukum hak cipta.
Salah satu batas pencipta yang tertera dalam undang-undang hak cipta adalah
terdapat dalam pasal 26, yaitu, apabila suatu ciptaan :

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser
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Namun diliar hal tersebut, kedudukan pencipta adaptasi hasil dari
pengalihwujudan karya sastra dapat dilihat dari izin pencipta karya asli.
1. Kedudukan Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Dengan lzin Menurut
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Didalam Penjelasan pasal Pasal 4 Undang Undang Hak Cipta,Yang
dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi
Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut
tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki
sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Setiap Orang yang
melaksanakan hak eckonomi sebagaimana dimaksud adalaah wajib
mendapatkanizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.Setiap Orang yang tanpa
izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan
dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Izin merupakan hak mutlak atas suatu karya dapat diakui. Karena Dalam
pembuatan karya yang menjadi pokok utamanya adah suatu ide/kreatifitas dari
pencipta. Pengadaptasian yang merupakan tindakan pengalihwujudan terhadap
suatu karya maka tidak akan bisa terlepas dari suatu karya itu sendiri. Oleh
karena itu dalam perlindungan terhadap pencipta karya sastra maka suatu karya

Cipta turunan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Suatu karya turunan juga harus memiliki izin dari pencipta.
Karya yang didistribusikan, dilakukan, ditampilkan di depan umum atau dibuat

menjadi sebuah karya turunan harus izin dari pemilik hak cipta. Salah satu
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bentuk izin adalah berupa perjanjian. Namun dalam hal ini tidak ada kewajiban
agar suatu izin haruslah bersifat tertulis atau tidak dan berupa kontrak atau

tidak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka akan lebih jelas apabila melihat
kepada rumusan atau pengertian yang diberikan oleh Subekti, bahwa kontrak
adalah lebih sempit dari pada perjanjian, karena ditujukan kepada perjanjian
atau persetujuan tertulis. Menurut Black’s Dictionary juga dikatakan lebih luas
daripada kontrak.?® Namun para ahli hukum mempunyai pendapat yang
berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian, Abdulkadir Muhammad
mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam
lapangan harta kekayaan.?® Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang
menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain
untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan

kepada orang lain.?’

Maka dari itu, pencipta karya turunan memiliki hak eklusif lain sebagai
pencipta, yang berarti pencipta apa bila sudah mendapat izin dari pencipta asli
maka pencipta karya turunan memiliki hak sebagaimana pencipta pada

umumnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 taun

% Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, ST.Paul.Minn 1990,

him. 67.

2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, him. 22
27 Gatot Soepramono, Op. Cit.
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2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta memiliki hak eksklusif. Sebagaimana

yang telah diatur dalam pasal 1 butir 20:

”Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta
atau Pemilik Hak Terkait kepadapihak lain dalam melaksanakan hak ekonomi
atas Ciptannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.

Dalam United States Code United States Code melegalkan tindakan
pengalihwujudan karya oleh orang lain selain pencipta aslinya. Karya adapatasi
ataupun modifikasi yang dilakukan terhadap suatu karya cipta asal menjadi
derivative work.?® Disebutkan bahwa pengaturan karya turunan vyaitu
Deverative Work merupakan karya cipta baru yang mana dalam
pengalihwujudannya melui izin penciupta. Karya deverative work ini
mendapatkan perlindungan terpisah dengan karya asli nya. Sehingga tidak
mengganggu karya asal. Didalam penjelasan ini juga berarti suatu karya
deverative yang tanpa melalui izin dari pencipta asal maka tidak dapat

dilindungi.

Terdapat pengecualian bahwa ketentuan hukum mengenai hak cipta
memungkinkan penggunaan suatu ciptaan tanpa seizin dari pemegang haknya
sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari sipencipta.
Pengecualian tersebut bersifat membatasidan hanya berlaku terhadap apa-apa

yang tercantum dalam UU Hak Cipta.

28 Daniel Gervais, Derivative Works, User-Generated Content, And (Messy) Copyright Rules,
Copyright & New Media Law Newsletter 2012 (online), http://search.proguest.com diakses tanggal 1
Juni 2018
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Konsepsi pengecualian ini disebut dengan doktrin penggunaan yang
wajar.Inti dari ini adalah bagaimana agar tindakan dalam pengelolaan karya
intelektual tersebut memiliki dasar pembenaran berdasarkan doktrin
penggunaan yang wajarsetelah ada izin untuk mangalihwujudkan dan
menyiarkannya di layanan perpustakaan digital.

2. Kedudukan Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Dengan Tanpa Izin

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak
mengatur mengenai suatu tindakan pengadaptasian hasil dari pengalihwujudan
suatu karya. Namun, Didalam United States Code melegalkan tindakan
pengalihwujudan karya oleh orang lain selain pencipta aslinya. Perubahan
bahasa melalui penerjemahan, karya adapatasi ataupun modifikasi yang
dilakukan terhadap suatu karya cipta asal menjadi derivative work.?
Disebutkan bahwa pengaturan karya turunan yaitu Deverative Work
merupakan karya cipta baru yang mana dalam pengalihwujudannya melui izin
penciupta. Karya hasil adaptasi ini mendapatkan perlindungan terpisah dengan
karya asli nya. Sehingga tidak mengganggu karya asal. Didalam penjelasan
pasal ini juga berarti suatu karya deverative yang tanpa melalui izin dari

pencipta asal maka tidak dapat dilindungi.

2 Daniel Gervais, Derivative Works, User-Generated Content, And (Messy) Copyright Rules,
Copyright & New Media Law Newsletter 2012 (online), http://search.proguest.com diakses tanggal 1
Juni 2018
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Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar
dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam
memproduksi sesuatu itu.>® Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak
untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas
intelektual.®'Pengalihwujudan karya cipta yang bukan miliknyasendiri harus
memperoleh izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak
Ciptaapabila karya tersebut masih memperoleh perlindungan hukum alternatif
lain yang dapat digunakan tanpa memintakan izin adalah pembatasan (fair
use).%

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta mengatur tentang ‘kepentingan yang wajar’ atas
pengecualian hak cipta yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati
manfaat ekononomi atas suatu ciptaan. Ketentuan tentang kepentingan yang
wajar (fair use) merupakan asas Anglo Saxon yang diadopsi ke dalam sistem

hukum Indonesia (sebagai warisan sistem di Eropa Kontinental).

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang
substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya

disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

30 Arthur Lewis, Op., Cit., him. 335
31 Muhammad Firmansyah, Op. Cit., him. 7
32 Eka Indah Hanisa, Op. Cit., him. 1.
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a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Suatu karya sastra merupakan bentuk dari ciptaan oleh penulis dan atau
seniman. Yang membedakan karya sastra dalam penggunaannnya dengan
suatu bentuk dari hak cipta yang lain adalah pengalihwujudannya yang bersifat
universal serta sering dugunakan dan di manfaatkan untuk segala hal dan
menjadi publik domain. Oleh karena itu dalam pengalihwujudan karya sastra
ini sering dapat dimaklumi dengan Penggunaan yang wajar.Sejauh tidak
melanggalnpelanggaran yang mana tercantum dalam batasan serta tidak
melanggar hak moral dan hak ekonomi sewajarnya maka pencipta karya
turunan dalam hal ini adalah pencipta karya turunan juga mendapatkan Hak

ekonomi dan hak moralnuya.

Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan
menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan,
menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan,
mempertunjukkan  kepada  publik, menyiarkan, @ merekam, dan

mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

33 Seputar Hak Kekayaan Internasional, http://www.dgip.go.id, tanggal 1 Juli 2012.
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Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu
merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan
sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang
lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain
karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak
mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan
masyarakat.3*Oleh Karena itu, penggunaan yang wajar ini haruslah tidak

menimbulkan kerugian berupa hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Pertama adalah kerugian Hak Ekonomi. Hak ekonomi itu
diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain
dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.®
Selain itu rezim hukum HKI juga memberikan perlindungan terhadap
kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun Kkarya cipta penemu atau
pencipta. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rangsangan untuk

menghasilkan temuan atau karya cipta yang lebih inovatif.3

3 Gatot Supramono, Op. Cit., him. 1.

35 Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti, 2007, him. 23.

3% Kholis Roisah, terdapat dalam skripsi berjudul Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, him.

372
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Menurut J.A.L Sterling mengemukakan bahwa ada empat aspek

ekonomi yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap HKI, yaitu:3’

1) “The amount of royalties and other payment by users.” yaitu Jumlah

royalti dan pembayaran lainnya oleh pengguna.

2) “Employment in user industries (manufacturing, broadcasting,
electronic dissemination) and collecting societies.” Ketenagakerjaan
dalam industri pengguna (manufaktur, penyiaran, penyebaran

elektronik) dan pengumpulan masyarakat.

3) “Value of sales of products and services and consequent

benefits “"Nilai penjualan produk dan layanan dan manfaat konsekuen.

4) “Protection against unfair competition. Perlindungan terhadap
persaingan tidak sehat.

Kemudian, tertuang jelas dalam undang undang hak cipta mencipta atau

Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak

ekonomi untuk melakukan®®:

Penerbitan Ciptaan;

PenggandaanCiptaan dalam segala bentuknya;
penerjemahan Ciptaan;

pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian
Ciptaan,;

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

pertunjukan Ciptaan;

Pengumuman Ciptaan;

oooTe

Q = o

373 A.L Sterling dalam buku World copyright Law, terdapat dalam tesis Aryani Nauli Hasibuan,
Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensikopedia
Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah, Universitas Indonesia, Jakaerta 2011, him. 55

38 pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
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h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan Ciptaan.

Didalam pasal 8 ini jelas menyebutkan bahwa pertunjukan pada
dasarnya adalah tindakan yang mana hanya dapat di lakukan oleh pencipta.
Namun dapat dialihkan dapat digunakan oleh pemegeng hak cipta atu
dialihkan di pihak adalah dengan memanfaatkan hak ekonominya atas izin
pencipta. Pertunjukan dalam melakukan pertunjukan maka izin penpipta
jelaslah harus medapatka izin dari pencipta karya sastra. Namun dalam hak ini
perlu di ingat bahwa sebagai seniman banyak sekali yang tidak

menpermasalahkan atas dalah batas sewajarnya.

Kedua adalah kerugian hak moral. Hak cipta berisikan hak ekonomi
(economic right) dan hak moral (moral right). Sedang hak moral adalah hak
yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau
dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah
dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta
dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat
beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara

hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.3®

3 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, P.T Alumni, Edisi Pertama,
Bandung, 2003, him. 112.
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Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau
reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya

intelektualitas seseorang.

Didalam pasal 5 Undang Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak
moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi

Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian dijelasakan pula bahwa Hak moral tidak dapat dialihkan
selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan
dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Kemudaian penerima dapat
melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau

penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta

itu meliputi:*°

a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan

b. Larangan mengubah judul

40 C.J.T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan 11, Cetakan pertama, Jakarta, PT. Djambatani, 1979,
him. 39
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C. Larangan mengubah Penemuan pencipta

d. Hak untuk mengadakan perubahan.

Pendapat E. D. Hirsch Jr. menganggap bahwa beralihnya pusat
pemaknaan ke tangan setiap pembaca menyebabkan makna karya seni menjadi
berbeda-beda. Tak ada lagi determinasi dan kekuasaan pengarang, yang ada
hanyalah proses interpretasi terus menerus dari pembaca terhadap apa-apa
yang disampaikan pengarang.*! Oleh karena itu selamakarya turunan tidak
melanggar hal tersebut maka suatu karya turuan dalam hal ini adalah
pertunjukan hasil adaptasi suatu karya sastra dapat di gunakan dan

diamanfaatkan hak moral hak ekonominya secaara wajar.

Sebagaimana yang disebutkan bahwa Ciptaan turuna yang telah
memenuhi unsur sebagai ciptaan baru dan telah mendapat izin maka suatu
ciptaan dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan atas suatu pelanggaran.
Didalam Undang-Undan Hak cipta sendiri telah ditentukan secara khusus
maka sengketa perdata mengenai hak cipta berdasarkan hukum hak cipta
menjadi kewenangan pengadilan niaga.*’Sebagaimana yang tercantum dalam
pasal 95 ayat 2.Kemudian terhadap suatu kerugian dari pelanggaran terhadap

karya hasil adaptasi atas pengalihwujudan karya sastra, pencipta ini dapat

41 Dalam buku ini Hirsch menyoroti bagaimana Immanuel Kant membaca Idea karangan Plato.
Hirsch menemukan bahwa pemahaman Kant ternyata lebih tepat daripada pemahaman Plato terhadap
karyanya sendiri. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena adanya peranan interpretasi Kant terhadap
karya IdeakE. D.Hirsch, Jr., Validity in Interpretation, Yale University Press, New Haven and London,
1967, him. 20-22.

42 Adami Chazaawi, 2007, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektualitas, Bayumedia, Malang,
him. 14.
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menuntut atas hak eklusifnya nya sesuai dengan ketentuan pasal 96 tentang

kerugian hak ekonomi:

“Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau
ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh
Ganti Rugi.”

Di dalam Pasal 98 memuat pula dapat pula pencipta karya hasil adptasi
dalam mempertahankan hak moralnya tanpa mengurangi hak Pencipta atau
ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Oleh
karena itu, pencipta pertunjukan ini sesuai dengan pasal 99 dapat mengajukan
gugatan ganti rugi terhadap Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau
produk Hak Terkait. Didalam Gugatan itu dapat berisi permintaan untuk
menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari
pertunjukan maupun hasil karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta
atau produk Hak Terkait

Selain gugatan sebagaimana tersebut, Pencipta atas karya hasil adptasi
dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga
untuk:

a) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau
Penggandaan, dan / atau alat Penggandaan yang digunakan dalam
menghasilkan Ciptaan hasil dari pelanggaran Hak Cipta dan produk
Hak Terkait;

b) Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,

serta Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak
Cipta dan produk Hak Terkait.



73

Apabila terjadinya dalam penyelesaian atas tindakan pelanggaran hak
cipta harus ada persamaan dari kedua Ciptaan tersebut. Namun, Pencipta
maupun Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya yang
tersebut dilanggar, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila seluruh atau sebagian

substansi dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak.*

Pengadilan Niaga akan menentukan suatu bagian yang ditiru merupakan
bagian substansi dengan meninjau apakah bagian yang digunakan tersebut
merupakan bagian yang penting, memiliki unsur pembeda dan mudah dikenali.
Hal ini tidak harus dalam jumlah maupun bentuk besar untuk menjadi bagian
yang substansial. Substansi di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan
bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai tolok ukur adalah ukuran
kualitatif bukan ukuran kuantitas.** Semua pihak termasuk instansi terkait,
aparat penegak hukum, organisasi profesi, dan masyarakat secara bersama-
sama dapat mengupayakan kesadaran hukum di bidang hak cipta dan hak
terkait sehingga dapat mewujudkan tercapainya supremasi hukum.*

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pencipta hasil adaptasi karya
sastra memiliki kedudukakn sebagaimana pencipta yang tertuang Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ketentuan hasil

ciptaannya memenuhi unsur sebagai suatu ciptaan. Namun pencipta hasil

43 Oksidelfa Yanto, Op.Cit., him. 106

4 Dikutip dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1405/perlindungan-hukumterhadap-
judul-lagu, diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2016, pukul 15.13 WIB

4 QOksidelfa Yanto, Op.Cit., him. 106
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adaptasi karya sastra merupakan pencipta suatu karya turunan yang tidak dapat
lepas dari pencipta asli karya sastra. Kedudukan pencipta hasil adaptasi karya

sastra ini dapat ditinjau dari perolehan izin dari pencipta asli.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencipta hasil adaptasi karya sastra memiliki kedudukan sebagaimana
pencipta yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta dengan ketentuan hasil ciptaannya memenuhi unsur sebagai
suatu ciptaan. Pencipta hasil adaptasi karya sastra merupakan pencipta suatu
karya turunan yang tidak dapat lepas dari pencipta asli karya sastra. Kedudukan
pencipta hasil adaptasi karya sastra ini dapat ditinjau dari perolehan izin dari
penciupta asli. Suatu ciptaan hasil adaptasi yang mendapat izin dan telah
memenihi unsur sebagaimana suatu ciptaan, maka pencipta atas ciptaan hasil
pengalihwujudan karya sastra tersebut dapat diulindungi sebagai ciptaan
tersendiri, namun tidak dapat lepas dari ciptaan asli. Sedangkan apabila suatu
ciptaan hasil adaptasi tidak mendapat izin dari pencipta asli maka pencipta hasil
adaptasi karya sastra tersebut tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak

Cipat Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

1. Pembuat undang-undang mempunyai peranan penting dalam memberikan
pengaturan-pengaturan yang terkait dengan Hak Cipta. Pembuat undang-
undang diharapkan dapat membuat suatu pengaturan mengenai pencipta atas
suatu karya turunan secara lengkap dan menyeluruh agar terciptanya
kepastian hukum, karena kebutuhan terhadap perlindungan merupakan hal

yang wajar sebagai penghormatan supaya hasil kreatifitasnya diakui,

75
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dihormati, serta dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan
hak-haknya serta agar terciptanya hubungan hukum yang baik dan
berimbang.

. Pencipta hasil adaptasi karya sastra sebaiknya meminta izin terhadap
pencipta karya asli karena tindakan adaptasi tanpa izin pada dasarnya alah
tindakan pelanggaran hak cipta yang dapat menciderai pencipta asli karya
sastra. lzin tersebut berupa lisensi yang dapat memberikan perlindungan
hukum baik terhadap pencipta asli karya sastra maupun pencipta hasil
adaptasi karya sastra. Adanya peraturan perundang-undangan ditujukan
untuk pengendalian. Pencipta karya sastra serta pencipta karya hasil adaptasi
masing-masing harus tunduk pada segala ketentuan dan peraturan yang
berlaku, serta harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan dan
kegiatannya masing-masing sesuai dengan porsinya, hingga keserasian dan

keselarasan akan selalu terwujud.
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